
Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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Salinan P U T U S A N

Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.Bgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Agama Bogor

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,

dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai

Talak antara:

PEMOHON,  umur  39  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan

Karyawan  Swasta,  tempat  kediaman  di  Kabupaten

Bogor, Provinsi Jawa Barat., sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan

Pegawai Negeri  Sipil,  tempat kediaman di Kota Bogor,

Provinsi Jawa Barat., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah  mendengar  keterangan  Pemohon dan  memeriksa  alat-alat  bukti

Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Pemohon dengan surat  permohonannya tertanggal  10  Februari

2025 yang terdaftar di  Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada hari  itu

juga dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2025/PA.Bgr, mengemukakan

hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa  pada 10  Desember  2016  Pemohon  dan Termohon  telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat  oleh Pegawai  Pencatat  Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor

sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1228/16/XII/2016 tertanggal 13

Desember 2016;

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus  perjaka dan Termohon

berstatus perawan;
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3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir

tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di BTN

Tanah Baru  Jalan  Markisa  Blok  F4  No  6  RT 005 RW 009 Kelurahan

Tanah Baru, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor;

4. Bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  sudah berhubungan

sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai  1 (satu) orang

anak yaitu: ANAK¸perempuan, lahir di Bogor, 09 Februari 2018;

5. Bahwa kurang lebih  sekitar  Januari  2023  keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena: 

5.1 Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan

dengan wanita idaman lain;

5.2 Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi

keluarga;

6. Bahwa puncak perselisihan  antara Pemohon dan Termohon terjadi

sekitar Agustus 2023 yang mana Pemohon terpaksa pergi dari kediaman

terakhir  dan kembali  ke rumah orang tua Pemohon,  sehingga saat  ini

Pemohon dan  Termohon  sudah  berpisah  rumah  dan  sudah  tidak  ada

hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 1 (satu) tahun 6

(enam) bulan;

7. Bahwa  keluarga  telah  berupaya  mendamaikan  Pemohon  dan

Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan

hasil;

8. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Pemohon  untuk  mengajukan  permohonan  ini  sebagaimana  dimaksud

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal

116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum Islam dan  untuk  itu  Pemohon  mohon

kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan

memeriksa perkara ini;

9. Bahwa  Pemohon  sanggup  membayar  biaya  yang  timbul  dalam

perkara ini;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi  sebagai

berikut:

rimer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan

talak  satu  raj’i  terhadap  Termohon  (Termohon) di  depan  sidang

Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider 

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon  datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena

Termohon tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan

dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi

tidak  berhasil.  Sedangkan  usaha  damai  melalui  proses  mediasi  tidak  dapat

dilaksanakan  karena  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke

persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan

maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa,  terhadap  permohonan  Pemohon  tersebut,  jawaban  Termohon

tidak dapat didengar dalam persidangan karena Termohon tidak pernah hadir di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;  
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Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pengantar Domisili  Nomor 262/PAS/2025 yang dikeluarkan

oleh Kelurahan Waringin Jaya Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor

tanggal  9  Februari  2025  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Dimas

Pemohon,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan  telah

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Utara Kota Bogor Provinsi Jawa

Barat,  Nomor  1228/16/XII/2016  Tanggal  13  Desember  2016,  bukti  surat

tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.2

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan dari Kepala SMAN 97 Jakarta Tanggal 10

Februari 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap

pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh

Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang

saksi sebagai berikut: 

1.  SAKSI  1,  umur  64  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta di persidangan saksi

tersebut  telah  memberikan  keterangan  di  bawah  sumpah  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  bernama  Pemohon  dan

Termohon bernama Termohon; 

- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  mempunyai

hubungan sebagai suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang

bernama Assyifa Putri Priyogi; 
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- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah

tangga di Kabupaten Bogor; 

- Bahwa sepengetahuan saksi  pada awalnya rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  Januari  2023

rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon  setahu  saksi  adalah  karena  Termohon  menuduh

Pemohon punya Wanita Idaman Lain dan Termohon sering mengeluh

mengenai masalah ekonomi; 

- Bahwa setahu saksi  saat ini  Pemohon dengan Termohon telah tidak

satu rumah sejak sekitar Agustus 2023; 

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  Pemohon  dengan  Termohon  agar

rukun kembali, namun tidak berhasil; 

2. SAKSI  2,  umur  43  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  Swasta,

bertempat  tinggal  di  Kota  Jakarta  Selatan  ,DKI  Jakarta,  di  persidangan

saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  bernama  Pemohon  dan

Termohon bernama Termohon; 

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Pemohon; 

- Bahwa  saksi  mengetahui  Pemohon  dengan  Termohon  mempunyai

hubungan sebagai suami isteri; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tahun 2016; 

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang

bernama Assyifa Putri Priyogi; 

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah

tangga di Kabupaten Bogor; 

- Bahwa sepengetahuan saksi  pada awalnya rumah tangga Pemohon

dengan  Termohon  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  Januari  2023
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rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  pertengkaran  antara

Pemohon dengan Termohon; 

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon

dengan  Termohon  setahu  saksi  adalah  karena  Termohon  menuduh

Pemohon punya Wanita Idaman Lain dan Termohon sering mengeluh

mengenai masalah ekonomi; 

- Bahwa setahu saksi  saat ini  Pemohon dengan Termohon telah tidak

satu rumah sejak sekitar Agustus 2023; 

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  Pemohon  dengan  Termohon  agar

rukun kembali, namun tidak berhasil; 

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan

tidak keberatan dan selanjutnya Pemohon mencukupkan alat  buktinya serta

mengajukan  kesimpulan  secara  lisan  yang  pada  pokoknya  tetap  pada

pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu

yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini  sebagai  bagian yang

tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  dari  permohonan  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara

pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum

Islam dan Termohon berada di  wilayah yurisdiksi  Pengadilan  Agama Bogor,

maka Pengadilan Agama Bogor sesuai dengan ketentuan pasal 2, pasal 49 dan

pasal  66  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan

Agama  sebagaimana  telah  diubah  dan  ditambah  dengan  Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berwenang

memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  Termohon  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan  tetapi  tidak  pernah  datang  menghadap  di  persidangan  dan  tidak  pula

menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap

di persidangan serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu

alasan  yang  sah,  maka  Termohon  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan

berdasarkan  Pasal  125  (1)  HIR  perkara  ini  dapat  diputus  tanpa  hadirnya

Tergugat (verstek), sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz

II,  halaman 149, yang artinya berbunyi  “Apabila  Temohon  berhalangan hadir

karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan

tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan serta memberikan keputusannya”;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  tidak  dapat  melaksanakan  upaya

perdamaian  kedua  belah  pihak  yang  berperkara  sesuai  dengan  ketentuan

Pasal  65  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  dan  perdamaian  melalui  mediasi

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peratuan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Menimbang,  bahwa  pokok  permasalahan  perkara  ini  adalah  Pemohon

yang  ingin  bercerai  dengan  Termohon  dengan  alasan  sebagaimana  terurai

dalam posita permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon selain mengajukan bukti  surat berupa P.1, P.2 dan P.3, juga telah

mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang,  bahwa  terhadap  bukti  P.1,  P.2  dan  P.3  tersebut  yang

merupakan  akta  autentik  dan  telah  bermeterai  cukup,  maka  Majelis  Hakim

berpendapat bahwa bukti  tersebut telah memenuhi syarat formil  dan materil,

oleh  karenanya  bukti  tersebut  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan

dibuktikan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.1,  maka  harus  dinyatakan

Pemohon  berada  di  wilayah  yurisdiksi  Pengadilan  Agama  Bogor,  dengan

demikian Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara a quo;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2,  maka  harus  dinyatakan

terbukti  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terikat  dalam  perkawinan

yang sah yang pernikahannya dilaksanakan tanggal 10 Desember 2016, oleh

karenanya Pemohon dan Termohon merupakan persona standi in yudicio dan

sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.3,  maka  harus  dinyatakan

terbukti Pemohon sebagai suami dari Pegawai Negeri  Sipil  (Termohon) telah

memberitahukan  kepada  atasan  Termohon  tentang  permohonan  cerai  talak

Pemohon terhadap Termohon, dengan demikian telah terpenuhi Pasal 3 ayat

(1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas

Peraturan  Pemerintah  Nomor  10  Tahun  1983  tentang  Izin  Perkawinan  dan

Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  yang  diajukan  oleh  Pemohon  dalam

persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut  tatacara agamanya dan

keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian

satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon,

yaitu  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon secara terus menerus sejak sekitar Januari 2023 yang disebabkan

Termohon sering menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan wanita idaman

lain, dan Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga; dan

telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan

materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka (3e) HIR dan

Pasal  147 HIR serta Pasal 171 HIR, sehingga saksi tersebut telajh memiliki

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti  surat dan

para saksi Pemohon, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang

dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan

yang sah;

2. Bahwa antara  Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaransejak sekitar Januari 2023 yang disebabkan Termohon sering

Halaman 8 dari 13 hal. Put. No. 254/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menuduh Pemohon memiliki  hubungan dengan wanita  idaman lain,  dan

Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar Agustus

2023 dan sejak saat itu sudah tidak berhubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  merukunkan  Pemohon dan

Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  sebagaimana  tersebut  di

atas,  Majelis  Hakim  terlebih  dulu  akan  memberikan  landasan  hukum untuk

penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak dapat dikabulkan jika fakta

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah

tangga  disebut  pecah  (broken  marriage),  terjadi  setidaknya  ada  2  kriteria.

Pertama perselisihan itu terdapat pada  Pemohon dan  Termohon, dan Kedua

percekcokan  itu  tidak  dapat  diselesaikan  oleh  kedua  suami  isteri  secara

berdamai;

Menimbang,  bahwa  terhadap  kriteria  pertama  perselisihan  itu  terdapat

pada  Pemohon dan  Termohon artinya  Pemohon dan  Termohon telah

memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan

kepada  fakta  yang  terjadi  sebagaimana  tercantum di  atas,  di  mana  antara

Pemohon dan  Termohon sering  terjadi  pertengkaran dan percekcokan  yang

terus  menerus  disebabkan  Termohon  sering  menuduh  Pemohon  memiliki

hubungan  dengan  wanita  idaman  lain,  dan  Termohon  sering  mengeluh

mengenai kondisi ekonomi keluarga, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan

dan pertengkaran tersebut  terdapat  pada kedua suami  isteri  (Pemohon dan

Termohon); 

Menimbang,  bahwa  terhadap  kriteria  kedua  perselisihan  tidak  dapat

diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini tebukti  antara

Pemohon dan  Termohon telah  pisah  rumah  Pemohon  dan  Termohon  telah

pisah  rumah  sejak  sekitar  Agustus  2023  dan  sejak  saat  itu  sudah  tidak

berhubungan  layaknya  suami  istri.  Dengan  demikian  rumah  tangga  antara

Pemohon dan Termohon telah pecah (broken marriage);
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Menimbang,  bahwa  permohonan  cerai  talak  atau  gugatan  cerai  dapat

dikabulkan  jika  fakta  menunjukkan  rumah  tangga  sudah  pecah  (broken

marriage) vide SEMA (Surat  Edaran Mahkamah Agung  RI)  Nomor  4  Tahun

2014;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan

tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur’an surah Ar Rum ayat 21

yakni  membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (sakinah), rasa kasih

(mawaddah)  dan sayang (rahmah)  dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan

perkawinan seperti  yang dimaksud pasal  1  Undang-Undang Nomor 1 tahun

1974  yaitu  membentuk  keluarga  yang  kekal  dan  bahagia  serta  tidak  dapat

dijalankannya  kewajiban  suami  isteri  seperti  disebutkan  Pasal  33  dan  34

Undang-Undang  Nomor  1  tahun  1974  seperti  saling  cinta  mencintai,  saling

hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap

pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang,  bahwa  perkawinan  bertujuan  diantarannya  menciptakan

kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan

wajib  dilestarikan,  namun  sebaliknya  jika  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  secara  terus  menerus  tidak  mungkin  mewujudkan  tujuan

perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru

akan  menimbulkan  ketidakpastian  berkepanjangan  dan  kemadharatan  bagi

kedua  belah  pihak  suami  isteri,  karena   kemadharatan  itu  harus  dihindari

sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah

fiqh yang artinya berbunyi “Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin"

dan  “Menghindari  mafsadat (kerusakan)  lebih  diutamakan  dari  mencari

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah

memenuhi  apa  yang  dikehendaki  oleh  Pasal  39  ayat  (2)  Undang-Undang

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
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1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan

maksud dalil syar’i sebagai berikut: 

Menimbang bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum

Islam yang terkandung dalam :

1.  Al Qur’an Surat Al-Baqarah : 229

باِحِْسَانٍۢ تسَْرِيحٌْ اوَْ بمَِعْرُوْفٍۢ فَامِْسَاكٌ

Artinya:  Maka  tahanlah  (dalam  ikatan  perkawinan)  dengan  baik  atau

lepaskanlah dengan cara yang baik pula;

2. Hadits Rasulullah SAW. 

ضرار ول ضرر ل
Artinya: Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan

madharat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas,  maka  petitum  permohonan  Pemohon  untuk  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i kepada Termohon telah beralasan

hukum dan berdasarkan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi

dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta

tidak  pula  terbukti  ketidakdatangannya  itu  disebabkan  suatu  alasan  yang

dibenarkan oleh  hukum dan permohonan Pemohon tidak  melawan hak dan

beralasan maka gugatan Pemohon dapat  dikabulkan dengan verstek sesuai

ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-

Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  dibebankan  kepada

Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;
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M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara

resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;  

2.   Mengabulkan  permohonan  Pemohon  dengan

verstek;  

3.   Menetapkan,  memberi  izin  kepada  Pemohon

(Pemohon) untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

(Termohon)  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama  Bogor  setelah

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;  

4.   Membebankan Pemohon  untuk  membayar  biaya

perkara  sejumlah  Rp198.000,00-  (Seratus  sembilan  puluh  delapan

ribu rupiah);  

Demikian Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Bogor pada hari  Selasa tanggal  25 Februari 2025 Masehi

bertepatan dengan tanggal  26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami H. Muammar,

S.H.I.,  M.H.  sebagai  Ketua  Majelis,  Dra.Hj.  Andi  Hasni  Hamzah,  M.H. dan

Zainal  Ridho,  S.Ag.,  M.H. masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Ai Salamah,

S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dihadiri  oleh  Pemohon  tanpa  dihadiri

Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Ttd. Ttd.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. H. Muammar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,
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Ttd.

Hj. Ai Salamah, S.H.

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Biaya Proses : Rp 100.000,00

-  Panggilan : Rp 28.000,00

-  PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp            10.000,00  

J u m l a h : Rp 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
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